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ABSTRAK

Cyberbullying adalah bentuk kekerasan berbasis teknologi yang semakin meningkat seiring
dengan pesatnya perkembangan internet dan media sosial, yang banyak menargetkan anak-anak
sebagai korbannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap
anak korban cyberbullying di Indonesia dengan meninjau regulasi yang ada, hambatan dalam
penegakan hukum, serta solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan tersebut.
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif, data dikumpulkan melalui analisis
dokumen hukum, literatur, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE telah ada, implementasinya masih
menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, rendahnya pelaporan
kasus, dan kesulitan dalam melacak pelaku yang anonim. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan edukasi tentang cyberbullying, penguatan peran lembaga pendidikan, peningkatan
kapasitas aparat penegak hukum, serta dukungan psikologis yang lebih komprehensif bagi
korban. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying di Indonesia
masih perlu ditingkatkan melalui sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang lebih
efektif, serta partisipasi aktif dari masyarakat.
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ABSTRACT

Cyberbullying is a form of technology-based violence that has escalated with the rapid growth of
the internet and social media, often targeting children as victims. This research aims to analyze
the legal protection for child victims of cyberbullying in Indonesia by reviewing existing
regulations, identifying barriers to law enforcement, and proposing solutions to enhance
protection. Using a normative qualitative research method, data were collected through the
analysis of relevant legal documents, literature, and jurisprudence. The findings show that
although regulations such as the Child Protection Law and the ITE Law exist, their
implementation still faces many challenges, such as the lack of public awareness, low case
reporting, and difficulties in tracking anonymous perpetrators. Therefore, increased education on
cyberbullying, strengthened roles of educational institutions, enhanced law enforcement
capabilities, and more comprehensive psychological support for victims are necessary. In
conclusion, legal protection for child victims of cyberbullying in Indonesia needs to be improved
through stronger regulations, more effective law enforcement, and active community
participation.
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PENDAHULUAN

Fenomena cyberbullying kini telah menjadi salah satu permasalahan yang sangat meresahkan di
berbagai negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang pesat, akses terhadap internet dan media sosial semakin mudah, sehingga
memungkinkan siapa saja untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara bebas di dunia maya.
Namun, kemudahan ini juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah terjadinya tindakan
cyberbullying, terutama terhadap anak-anak yang rentan menjadi korban. Cyberbullying
melibatkan tindakan intimidasi, penghinaan, atau pelecehan secara online yang dapat
meninggalkan trauma psikologis bagi korban.

Anak-anak yang menjadi korban cyberbullying sering kali tidak memiliki kemampuan atau
pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri dari serangan dunia maya.
Mereka kerap kali mengalami tekanan mental yang berat, merasa tidak aman, dan kehilangan
rasa percaya diri. Di beberapa kasus, dampak dari cyberbullying bahkan dapat berujung pada
masalah kesehatan mental yang serius, seperti depresi dan kecenderungan untuk bunuh diri. Hal
ini menunjukkan bahwa cyberbullying bukanlah masalah sepele, tetapi merupakan ancaman
serius terhadap hak asasi anak, khususnya hak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan
yang aman.

Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai regulasi terkait perlindungan anak, seperti
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE), namun perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying masih dirasa kurang
memadai. Penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying sering kali menghadapi berbagai
kendala, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, kurangnya bukti yang memadai, serta
lemahnya kesadaran masyarakat akan dampak serius dari tindakan tersebut. Selain itu, sistem
peradilan juga kerap kali tidak menyediakan dukungan yang cukup bagi korban, baik dalam hal
rehabilitasi psikologis maupun kompensasi atas kerugian yang dialami.

Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman orang tua dan guru tentang pentingnya
pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Banyak anak yang dibiarkan bebas
mengakses internet tanpa pengawasan yang memadai, sehingga mereka menjadi lebih rentan
terhadap ancaman cyberbullying. Orang tua dan guru sering kali tidak menyadari tanda-tanda



bahwa seorang anak telah menjadi korban cyberbullying, sehingga penanganan kasus ini menjadi
terlambat dan korban mengalami dampak yang lebih parah.'

Di sisi lain, cyberbullying juga sering kali tidak dipandang sebagai kejahatan serius oleh
masyarakat. Banyak orang yang masih menganggap bahwa tindakan tersebut hanyalah "lelucon"
atau "kenakalan remaja" yang tidak perlu ditindaklanjuti dengan serius. Pandangan ini
memperburuk situasi, karena korban sering kali merasa enggan untuk melaporkan tindakan yang
mereka alami, karena takut tidak akan mendapatkan dukungan atau bahkan dianggap berlebihan.
Stigma ini menyebabkan banyak kasus cyberbullying yang tidak dilaporkan dan akhirnya korban
harus menanggung beban psikologis sendirian.?

Pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat dan efektif terhadap anak korban cyberbullying
menjadi semakin mendesak. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada,
serta memperkuat mekanisme penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan
maksimal bagi anak-anak. Selain itu, upaya pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi
dan kampanye kesadaran mengenai bahaya cyberbullying, baik di kalangan anak-anak, orang
tua, maupun masyarakat luas.

Dalam konteks ini, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat krusial untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung bagi anak-anak dalam melindungi diri dari ancaman cyberbullying.
Keluarga harus menjadi tempat perlindungan pertama bagi anak, sementara sekolah perlu
memastikan adanya program anti-bullying yang efektif dan menyediakan layanan konseling bagi
korban. Masyarakat secara keseluruhan juga harus lebih peka terhadap isu ini, sehingga tercipta
budaya yang menghargai hak anak untuk hidup dan berkembang tanpa ancaman kekerasan, baik
fisik maupun psikologis, termasuk di dunia maya.’

Melalui sinergi antara regulasi hukum yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta dukungan
dari keluarga dan masyarakat, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat terlindungi dengan lebih
baik dari ancaman cyberbullying. Dengan demikian, hak mereka untuk tumbuh dan berkembang
dalam lingkungan yang aman dapat terjamin, serta mereka dapat terhindar dari dampak negatif
yang ditimbulkan oleh kekerasan di dunia maya.

TINJAUAN PUSTAKA
Perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying merupakan isu yang semakin penting
di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Cyberbullying adalah bentuk intimidasi
atau pelecehan yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti media sosial, email, atau
platform digital lainnya. Seperti diungkapkan oleh berbagai penelitian, anak-anak sering kali
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menjadi target utama dari tindakan ini karena kerentanan mereka di dunia maya. Berbagai
penelitian menunjukkan bahwa dampak cyberbullying pada anak sangat serius, termasuk
gangguan psikologis yang berkelanjutan. Untuk itu, perlindungan hukum yang tepat diperlukan
untuk melindungi anak dari dampak buruk cyberbullying.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying sebagian besar diatur
dalam beberapa perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU
Perlindungan Anak menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari
segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang terjadi di dunia maya. Selain itu, UU ITE
juga mencakup ketentuan tentang kejahatan siber, termasuk cyberbullying, yang dapat dikenakan
sanksi pidana. Namun, perlindungan hukum ini sering kali menghadapi berbagai tantangan,
terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa banyak kasus cyberbullying yang tidak terlaporkan atau
tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari penegak hukum. Menurut penelitian
Muhammad Ali Imran (2021), salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terkait
cyberbullying adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang sering kali bersembunyi di
balik identitas anonim. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
seriusnya dampak cyberbullying sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini.
Banyak korban yang enggan melaporkan kejadian tersebut karena takut akan pembalasan atau
karena merasa bahwa kasus mereka tidak akan ditanggapi dengan serius oleh pihak berwenang.

Berbagai studi juga menunjukkan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia masih memerlukan
perbaikan dalam menangani kasus cyberbullying. Sistem ini harus lebih responsif terhadap
kebutuhan korban anak, termasuk memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi yang
memadai. Sebuah studi oleh Lembaga Kajian Perlindungan Anak Nusantara (2023) menekankan
pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus cyberbullying. Pendekatan ini mencakup
tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam
memberikan perlindungan dan dukungan bagi anak korban.*

D1 sisi lain, literatur yang ada juga menunjukkan bahwa salah satu cara paling efektif untuk
mencegah cyberbullying adalah melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Program pendidikan yang menekankan penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab
dapat membantu anak-anak memahami risiko yang mereka hadapi di dunia maya.’ Selain itu,
pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas online anak juga sering kali disoroti dalam
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berbagai studi. Orang tua perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk melindungi anak
mereka dari ancaman cyberbullying.®

Pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor pendidikan
juga diungkapkan dalam berbagai literatur. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang
ada sudah memadai dan efektif dalam melindungi anak-anak dari ancaman cyberbullying. Di sisi
lain, lembaga swadaya masyarakat dan sektor pendidikan memiliki peran penting dalam
menyediakan program-program yang mendukung pencegahan dan penanganan kasus
cyberbullying. Hal ini mencakup pelatihan bagi guru dan konselor sekolah untuk mengenali
tanda-tanda cyberbullying dan memberikan bantuan yang tepat kepada korban.

Dukungan sosial juga menjadi elemen penting dalam literatur terkait perlindungan anak dari
cyberbullying. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan dukungan
sosial yang kuat dari keluarga, teman, dan komunitas lebih mampu mengatasi dampak negatif
dari cyberbullying. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan sosial yang
memadai cenderung mengalami masalah psikologis yang lebih serius. Oleh karena itu, penting
untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan protektif bagi anak-anak, terutama
dalam konteks dunia maya.

Seiring dengan meningkatnya kasus cyberbullying di Indonesia, literatur juga menekankan
perlunya peran aktif pemerintah dalam melakukan kampanye kesadaran publik. Kampanye ini
harus fokus pada bahaya cyberbullying dan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut. Selain
itu, kampanye juga harus ditujukan untuk mengubah persepsi masyarakat yang sering kali
menganggap bahwa cyberbullying adalah masalah sepele atau hanya sekadar "kenakalan
remaja." Kampanye semacam ini harus melibatkan berbagai media untuk mencapai audiens yang
lebih luas, termasuk anak-anak, orang tua, dan tenaga pendidik.

Terakhir, literatur juga menyoroti pentingnya pembaruan regulasi dalam menghadapi fenomena
cyberbullying yang terus berkembang. Teknologi digital terus berubah, dan regulasi yang ada
harus mampu mengikuti perkembangan ini. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala
terhadap regulasi terkait cyberbullying untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tetap relevan
dan efektif dalam melindungi anak-anak dari ancaman di dunia maya. Pembaruan regulasi ini
harus mencakup peningkatan hukuman bagi pelaku cyberbullying, serta mekanisme yang lebih
efektif untuk melindungi privasi dan keamanan anak di dunia maya.

Melalui tinjauan pustaka ini, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban
cyberbullying di Indonesia memerlukan perhatian lebih. Meskipun regulasi sudah ada,
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penegakan hukum yang lebih kuat, edukasi yang lebih baik, dan dukungan sosial yang memadai
masih sangat dibutuhkan untuk memastikan anak-anak terlindungi dari ancaman cyberbullying.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif normatif adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian
hukum untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta
implementasinya. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying,
penelitian kualitatif normatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana hukum
yang ada diterapkan dan sejauh mana regulasi yang berlaku efektif dalam memberikan
perlindungan terhadap korban anak. Metode ini memfokuskan kajian pada analisis teks hukum,
baik yang tertulis dalam perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum.

Metode penelitian kualitatif normatif biasanya dimulai dengan kajian literatur terhadap
sumber-sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peneliti akan menganalisis ketentuan-ketentuan yang
relevan terkait perlindungan anak di dunia maya, khususnya mengenai tindakan cyberbullying.
Selain itu, penelitian ini juga melibatkan kajian terhadap sumber-sumber sekunder, seperti buku,
jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas masalah hukum cyberbullying dan perlindungan anak.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam regulasi
yang ada dan menawarkan solusi berbasis hukum.

Pengumpulan data dalam metode kualitatif normatif tidak menggunakan data empiris seperti
survei atau wawancara, melainkan mengandalkan analisis dokumen hukum dan literatur.
Penelitian ini mengutamakan pendekatan teoritis yang berbasis pada pemahaman hukum yang
sudah ada. Misalnya, dalam konteks cyberbullying, penelitian akan berfokus pada bagaimana
hukum internasional mengenai hak anak diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia.
Peneliti akan mencari titik perbandingan antara kebijakan yang diatur dalam hukum internasional
dengan implementasinya di Indonesia.

Selain itu, metode penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap putusan pengadilan yang
berkaitan dengan kasus cyberbullying. Peneliti akan menelaah bagaimana pengadilan
memutuskan kasus-kasus cyberbullying yang melibatkan anak-anak sebagai korban, serta
menilai apakah keputusan tersebut telah memberikan keadilan dan perlindungan yang memadai
bagi korban. Yurisprudensi menjadi salah satu fokus penting dalam penelitian kualitatif normatif
karena dapat menunjukkan penerapan hukum secara konkret dan dapat menjadi dasar untuk
memberikan interpretasi lebih lanjut terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada.

Tahapan analisis dalam penelitian kualitatif normatif biasanya dimulai dengan deskripsi teks
hukum yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi, analisis kritis, dan evaluasi.
Dalam konteks perlindungan anak dari cyberbullying, peneliti akan menganalisis bagaimana



Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan bagi anak-anak di dunia maya,
serta bagaimana UU ITE menanggapi tindakan cyberbullying. Selanjutnya, peneliti akan
mengevaluasi efektivitas dari penerapan kedua undang-undang ini dalam konteks perlindungan
anak, serta mengidentifikasi apakah ada kekosongan hukum yang perlu diisi oleh peraturan
tambahan atau perubahan.

Penelitian ini juga mempertimbangkan peran lembaga penegak hukum dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying. Melalui kajian
normatif, peneliti akan menganalisis bagaimana aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan
hakim, menjalankan tugasnya dalam menangani kasus cyberbullying yang melibatkan
anak-anak. Penelitian akan mengevaluasi apakah aparat tersebut sudah memahami peraturan
terkait cyberbullying dan apakah mereka mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal
bagi korban anak.

Di samping itu, penelitian kualitatif normatif juga dapat melibatkan analisis perbandingan
hukum. Peneliti dapat membandingkan regulasi mengenai perlindungan anak korban
cyberbullying di Indonesia dengan regulasi di negara lain yang memiliki sistem hukum yang
lebih maju dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Melalui pendekatan komparatif, peneliti
dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang mungkin dapat diadopsi untuk memperkuat
sistem perlindungan hukum di Indonesia. Analisis ini memberikan wawasan baru bagi
pengembangan regulasi yang lebih efektif dan komprehensif.

Akhirnya, hasil dari penelitian kualitatif normatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang berarti bagi pengembangan hukum di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan anak dari
ancaman cyberbullying. Penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, dengan
memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis hukum yang mendalam.
Rekomendasi tersebut dapat mencakup usulan perubahan regulasi, penguatan peran lembaga
penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait
perlindungan anak di dunia maya.

Melalui pendekatan kualitatif normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
yang komprehensif tentang bagaimana hukum yang ada dapat dioptimalkan untuk melindungi
anak-anak dari ancaman cyberbullying. Penelitian ini juga memberikan dasar yang kuat untuk
advokasi kebijakan dan reformasi hukum yang lebih baik di masa depan, terutama dalam
menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital yang terus
berlanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Cyberbullying di Indonesia telah menjadi masalah yang signifikan, terutama karena akses
internet yang semakin mudah bagi anak-anak. Berdasarkan hasil kajian dari ketiga dokumen
yang digunakan sebagai referensi, perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying di
Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan. Meskipun telah ada berbagai regulasi
seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai
kendala. Salah satu masalah utamanya adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban
atau orang tua korban, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat
tentang bahaya cyberbullying serta keraguan mengenai efektivitas hukum yang ada.

Menurut dokumen pertama, salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan hukum
adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai cyberbullying di tingkat sekolah dan
keluarga. Anak-anak sering kali tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban cyberbullying,
dan bahkan jika mereka menyadari, mereka mungkin merasa takut atau malu untuk
melaporkannya. Selain itu, peran orang tua dalam pengawasan aktivitas online anak-anak mereka
masih sangat minim, sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi sampai dampaknya menjadi
serius. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat diambil adalah memperkuat program edukasi
tentang keamanan internet bagi anak-anak, serta memberikan pemahaman kepada orang tua
tentang pentingnya mengawasi penggunaan internet oleh anak-anak mereka.

Dokumen kedua menyoroti peran penting lembaga pendidikan dalam memberikan perlindungan
hukum bagi anak korban cyberbullying. Sekolah-sekolah di Indonesia saat ini belum memiliki
kebijakan yang memadai untuk menangani kasus cyberbullying. Banyak sekolah yang belum
memiliki program pencegahan dan penanganan khusus terkait cyberbullying, yang membuat
korban tidak memiliki tempat untuk mengadukan masalah mereka. Kebijakan anti-bullying yang
komprehensif dan melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari guru, staf, hingga siswa, perlu
diterapkan untuk memastikan bahwa kasus-kasus cyberbullying dapat diidentifikasi dan
ditangani dengan cepat.

Dari segi regulasi, dokumen ketiga menegaskan bahwa meskipun UU Perlindungan Anak dan
UU ITE sudah mencakup tindakan cyberbullying, masih ada kelemahan dalam penegakan
hukumnya. Salah satu hambatan terbesar adalah proses pembuktian dalam kasus cyberbullying
yang dilakukan secara anonim. Teknologi yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan
identitas mereka membuat proses hukum menjadi lebih sulit. Untuk itu, diperlukan peningkatan
kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, termasuk melalui
kerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk melacak pelaku
cyberbullying.

Kajian dalam dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, aparat penegak
hukum masih cenderung meremehkan seriusnya dampak cyberbullying terhadap anak. Hal ini
terlihat dari rendahnya jumlah kasus yang diproses ke pengadilan dibandingkan dengan



banyaknya laporan yang diterima. Sering kali, korban atau orang tua korban diminta untuk
berdamai dengan pelaku tanpa ada proses hukum yang lebih lanjut. Hal ini tentu saja
menciptakan ketidakadilan bagi korban, dan juga mengurangi efek jera bagi pelaku. Oleh karena
itu, penting untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang seriusnya dampak
cyberbullying dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan serius.’

Pembahasan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa peran teknologi dalam kasus cyberbullying
sangat krusial. Di satu sisi, teknologi memfasilitasi tindakan cyberbullying, tetapi di sisi lain,
teknologi juga dapat digunakan untuk memerangi kejahatan ini. Misalnya, platform media sosial
dapat mengembangkan algoritma yang lebih canggih untuk mendeteksi dan menghapus konten
yang bersifat merugikan atau menghina. Selain itu, aplikasi pelaporan online yang mudah
digunakan oleh anak-anak dan orang tua dapat membantu meningkatkan jumlah laporan dan
mempercepat penanganan kasus.®

Dalam konteks internasional, beberapa negara maju telah mengembangkan regulasi yang lebih
ketat untuk mengatasi cyberbullying, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban.
Negara-negara tersebut telah memperkenalkan undang-undang khusus yang memberikan sanksi
yang lebih berat bagi pelaku cyberbullying dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi
korban. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara ini untuk memperbaiki regulasi
yang ada dan memastikan bahwa sistem hukum kita mampu menghadapi tantangan dari
kejahatan di dunia maya.

Selain regulasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan psikologis bagi anak korban
cyberbullying sangat penting.” Banyak anak yang menjadi korban cyberbullying mengalami
trauma psikologis yang serius, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan keinginan untuk bunuh
diri. Oleh karena itu, selain memberikan perlindungan hukum, pemerintah juga harus
memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke layanan konseling dan rehabilitasi yang
memadai. Ini akan membantu mereka pulih dari dampak psikologis yang ditimbulkan oleh
cyberbullying dan mencegah dampak yang lebih serius di masa depan.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam memberikan perlindungan kepada anak korban
cyberbullying. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang bahaya
cyberbullying dan mengambil tindakan untuk melindungi anak-anak dari ancaman ini.
Kampanye kesadaran publik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk media, komunitas, dan
lembaga pendidikan, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak

7 Kurniawan, A., & Santoso, D. (2021). Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Anak dan
Remaja: Tinjauan Psikologis. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling, 8(2),

8 Lestari, P., & Widodo, S. (2022). Kebijakan Pendidikan di Sekolah dalam Menangani Kasus
Cyberbullying: Pendekatan Holistik. Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia, 11(3), 78-92.

® Putri, A. F., & Wahyuni, E. (2020). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying
Berdasarkan UU ITE di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 9(1),



di dunia maya. Masyarakat juga perlu didorong untuk berani melaporkan kasus cyberbullying
dan mendukung korban dalam mendapatkan keadilan.

Hasil kajian juga menegaskan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dalam menangani
kasus cyberbullying. Pemerintah, penegak hukum, sekolah, orang tua, dan platform media sosial
harus bekerja sama secara lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, pemerintah dapat
memperkuat regulasi, penegak hukum dapat lebih tegas dalam menindak pelaku, sekolah dapat
mengimplementasikan program anti-cyberbullying, dan orang tua dapat lebih proaktif dalam
mengawasi aktivitas online anak-anak mereka.

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying di Indonesia
memerlukan pendekatan yang holistik. Regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta
dukungan dari masyarakat dan lembaga pendidikan harus berjalan beriringan untuk menciptakan
lingkungan yang aman bagi anak-anak di dunia maya. Dengan sinergi yang baik antara berbagai
pihak, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat terlindungi dari ancaman cyberbullying dan
dampak negatif yang ditimbulkannya dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Cyberbullying adalah fenomena yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan pesatnya
perkembangan teknologi digital. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap
tindakan ini, karena keterlibatan mereka yang besar di dunia maya serta kurangnya pemahaman
tentang bahaya yang mengintai. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang relevan seperti UU Perlindungan Anak dan UU
ITE, perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying masih belum optimal. Masih ada
banyak celah hukum yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal implementasi dan penegakan
hukum di lapangan.

Salah satu kendala utama dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak
korban cyberbullying adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang cyberbullying
dan dampaknya. Baik anak-anak, orang tua, maupun pendidik sering kali kurang menyadari
bahaya cyberbullying, yang menyebabkan kasus-kasus ini tidak dilaporkan atau tidak ditangani
dengan serius. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi terkait cyberbullying perlu
ditingkatkan di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program
edukasi yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas yang lebih luas.

Di sisi lain, penegakan hukum dalam kasus cyberbullying masih menghadapi tantangan yang
signifikan. Keterbatasan teknologi dan sumber daya aparat penegak hukum menjadi hambatan
utama dalam mengidentifikasi dan menuntut pelaku cyberbullying yang sering kali beroperasi
secara anonim. Penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus
kejahatan siber, serta didukung oleh peralatan yang memadai untuk melacak dan membuktikan



tindakan cyberbullying. Selain itu, perlu ada kerja sama yang lebih erat antara pemerintah,
penyedia layanan internet, dan platform media sosial untuk mempermudah proses identifikasi
dan penuntutan pelaku.

Selain penegakan hukum, perlindungan anak korban cyberbullying juga harus mencakup
dukungan psikologis. Banyak anak yang menjadi korban cyberbullying mengalami tekanan
mental dan emosional yang berat. Oleh karena itu, selain tindakan hukum terhadap pelaku,
pemerintah dan institusi terkait harus memastikan bahwa anak-anak korban cyberbullying
mendapatkan akses ke layanan konseling dan rehabilitasi. Pendekatan yang holistik ini sangat
penting untuk membantu korban pulih dan melanjutkan hidup mereka dengan normal tanpa
dibayangi trauma yang berkepanjangan.

Pembenahan regulasi dan sistem penegakan hukum tentu saja menjadi langkah penting, tetapi ini
tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Orang tua, pendidik, dan seluruh
elemen masyarakat harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di
dunia maya. Masyarakat harus diberdayakan untuk berani melaporkan kasus cyberbullying dan
mendukung korban dalam mencari keadilan. Selain itu, upaya pencegahan harus menjadi
prioritas dengan menerapkan kebijakan anti-cyberbullying yang jelas di sekolah dan komunitas.

Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying di Indonesia
memerlukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari regulasi yang lebih kuat, penegakan hukum
yang lebih efektif, hingga dukungan psikologis yang lebih komprehensif bagi korban. Tanpa
sinergi yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, sekolah, orang tua, dan masyarakat,
tantangan dalam menghadapi cyberbullying terhadap anak akan terus berlanjut. Dengan upaya
bersama, Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak dan
melindungi mereka dari dampak merugikan cyberbullying.
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